BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan
pengawasan terhadap Pengelolaan hasil wilayah laut di Kota

Padang

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil
wilayah laut di Kota Padang, Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai fungsi perumusan
kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan, penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan
Perikanan, pembinaan dan fasilitasi bidang Kelauatan dan
Perikanan  lingkup  Provinsi  Kabupaten/Kota, pelaksanaan
kesekretariatan Dinas, pelaksanaan tugas di bidang Kelautan,
Pulau-pulau kecil dan pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan tugas operasi
pengawasan dengan menggunakan kapal pengawasan SumberDaya
Kelautan Dan Perikanan, yang berjumlah Tiga Kapal Pengawas.
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan
pengawasan lllegal Fishing, yang marak sekali penggunaan

Lampara Dasar (pukat lampara) di Muaro Anai, Padang.
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Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas dan kewenangannya,
khususnya dalam hal melakukan pengawasan terhadap pengelolaan

hasil wilayah laut di Kota Padang.
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2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautaan Dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang

Banyaknya kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang yaitu:

1. Pada Umumnya Nelayan di Kota Padang masih merupakan

nelayan skala kecil.

2. Masih rendahnya SDM kelauatan dan perikanan dan penyuluh

perikanan yang kompeten.

3. Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang
cukup khusunya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan

penangkapan ikan kurang optimal

4. Masih terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha
perikanan tangkap, budidaya dan pengolah/ pemasaran produk

hasil perikanan.

5. Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi
konservasi dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit

usaha budidaya.

6. Masih adanya kemiskinan di wilayah pesisir.
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7. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah

pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan.

8. Masih ada oknum masyarakat nelayan dalam dan luar daerah yang
masih mempergunakan alat tangkap yang tidak ramah

lingkungan.*°

Kendala yang paling utama adalah masalah anggaran atau dana.
Dari hasil wawancara dan data yang didapat penulis , penulis dapat
menyimpulkan bahwa selama ini Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat sangat penting terutama dalam hal melakukan

pengawasan terhadap pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang.

* Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, BAB IV LAKIP Dinas
Kelautan Dan Perikanan 2017, (http://dkp.sumbarprov.go.id/pelayanan-publik/detail/13, Diakses
pada 09 Januari 2019 Pukul 11.47.)
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3. Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang

Dari segala kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang, Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya-
upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang , upaya-upaya tersebut

yaitu:
1. Pembinaan kepada nelayan.

2. Melakukan sosialisasi perizinan penangkapan ikan dan kordinasi

tentang perizinan usaha perikanan dengan Kabupaten/Kota.

3. Melakukan tugas operasi pengawasan di wilayah pengelolaan

perikanan Negara Republik Indonesia.

4. Meningkatkan SDM masyarakat kelompok pangan.**

* Yofrianto, Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan,
Wawancara, Padang, 03 Januari 2019.
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B. Saran

1. Agar Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sering
melakukan kegiatan rutin operasi pengawasan di daerah pesisir dan pulau-
pulau kecil di sepanjang garis pantai Sumatera Barat agar tidak terjadi lagi
kegiatan Illegal Fishing yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab

2. Agar Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil wilayah laut di Kota
Padang sering melakukan kegiatan sosialisasi kepada para nelayan dan
pengusaha perikanan, yaitu memberikan sosialisasi mengenai kiat-Kiat
dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan.
Sehingga dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut para nelayan dan
pengusaha perikanan dapat mengetahui bagaimana mengelola dan
memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang baik dan layak
dan dapat membantu pendapatan mereka.

3. Agar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan
kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk diadakannya forum
koordinasi tindak pidana perikanan. Sehingga kinerja Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat lebih baik, efektiv
dan efisien dan pengelolaan hasil wilayah laut di Kota Padang dapat

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat.
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